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Abstrak
 

Dengan semakin berkembangnya kebutuhan-kebutuhan pembangunan fisik di Indonesia, membuktikan

bahwa Indonesia membutuhkan keahlian, pengalaman, bahkan kontraktor-kontraktor asing. Joint Operation

(JO) merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dapat digunakan oleh pelaku usaha, khususnya dalam

melakukan pekerjaan konstruksi yang seringkali melibatkan pihak asing dengan pihak nasional. Namun

tidak jarang dalam JO tersebut timbul perselisihan antar para pihak yang menyepakati kerjasama tersebut.

Seperti dalam kasus antara Penta Ocean Co. Ltd. dengan PT. Bali Turtle Island Development, yang

diselesaikan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung. Kasus ini timbul karena adanya

utang akibat wanprestasi oleh PT. Bali Turtle Island Development terhadap Penta Ocean Co. Ltd., sebagai

salah satu kreditur yang juga merupakan rekan PT. Surya Prasudi Utama dalam JO. Adanya utang, utang

tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta adanya 2 (dua) kreditur; menjadi alasan bagi Penta Ocean

Co. Ltd. untuk mengajukan permohonan pailit atas PT. Bali Turtle Island Development tersebut. Indonesia

memiliki peraturan mengenai kepailitan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga syarat pengajuan permohonan pailit oleh Penta

Ocean Co. Ltd terhadap PT. Bali Turtle Island Development, khususnya yang berkaitan dengan

terpenuhinya syarat minimal 2 (dua) kreditur atau lebih dalam kaitannya dengan JO serta utang yang

dimaksudkan telah jatuh tempo dan dapat ditagih, perlu ditelaah; apakah telah disesuaikan dengan peraturan

yang ada.

......The physical development of the growing needs in Indonesia to demonstrate that Indonesia requires

expertise, experience, and even foreign contractors. Joint Operation (JO) is one form of cooperation that can

be used by businesses, particularly in construction jobs that often involve a foreign party with the national

party. But often in JO difference arises between the parties that agreed on cooperation. As in the case of

Penta Ocean Co. Ltd. and PT. Bali Turtle Island Development, this was completed by the Central Jakarta

Commercial Court and the Supreme Court. This case arose because of debt of PT. Bali Turtle Island

Development Co. Penta Ocean. Ltd., result in default. Penta Ocean is one of the creditors, which is also an

associate of PT. Surya Prasudi Utama on Joint Operation. The existence of the debt, the debt is due and

payable and the existence of 2 (two) creditors; reason to Penta Ocean to apply for bankruptcy on PT. Bali

Turtle Island Development. Indonesia has regulations on bankruptcy, namely Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. So that the bankruptcy

petition filing requirements by Penta Ocean Co. Ltd. against PT. Bali Turtle Island Development,

particularly relating to the fulfillment of the requirements of at least 2 (two) or more creditors with respect to

JO intended and debts were due and payable, it should be reviewed, whether it has adjusted to the existing

regulations.
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